
 

 

 

 

 

 

BUPATI BURU SELATAN 

PROVINSI MALUKU 

PERATURAN  BUPATI  BURU  SELATAN 

NOMOR 32 TAHUN  2018 

TENTANG 

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) 

KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2019 

 

BUPATI  BURU  SELATAN, 

 

Menimbang : 

 

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 26 

ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah menjadi pedoman 

penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah, maka Rencana Kerja Pembangunan 

Daerah Tahun 2019 perlu ditetapkan dengan Peraturan 

Bupati; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, Rencana Kerja Pembangunan Daerah 

Kabupaten Buru Selatan Tahun 2018, perlu ditetapkan 

dengan Peraturan Bupati. 

Mengingat : 

 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286);  

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim 

Perencanaan Pembangunan Nasional  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4700); 

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4725); 



6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4878); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 

5234); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4817); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

11. Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) Tahun 2015 - 2019; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, 

serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 

tentang Penyusunan RKPD Tahun 2019 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 4 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Buru Selatan; 



17. Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor 44 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok 

dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, 

Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Buru 

Selatan. 

 

 

M E M U T U S K A N: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA 

PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN 

TAHUN 2019. 

 

 

BAB  I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal  1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buru Selatan 

2. Bupati adalah Bupati Buru Selatan 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur  

penyelenggara pemerintah daerah 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah 

lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintah Daerah 

5. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 

2019, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2019, adalah dokumen 

perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu 

tahun 2018 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir pada 

tanggal 31 Desember 2019. 

 

 

BAB  II 

RUANG LINGKUP DAN SISTIMATIKA RKPD 

 

Pasal  2 

(1) RKPD Tahun 2019 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016-

2021, yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 

yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas 

pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya. 

(2) RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi : 

a. pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana 

Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) Tahun 2019; 

b. pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan dalam 

menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(RAPBD) Tahun 2019. 

 

 



Pasal  3 

Sistimatika RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada pasal (1) ayat (5) 

disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

Bab 1. Pendahuluan; 

Bab 2. Gambaran Umum Kondisi Daerah 

Bab 3. Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah; 

Bab 4. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah; 

Bab 5. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; 

Bab 6. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

Bab 7. Penutup 

 

 

BAB  III 

PENYUSUNAN RAPBD 

 

Pasal  4 

Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2019: 

a. Pemerintah Kabupaten Buru Selatan menggunakan RKPD Tahun 2019, 

sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan 

Plafon Anggaran Sementara di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Buru Selatan; 

b. Organisasi Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2019 dalam 

melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (RKA-OPD). 

 

 

BAB  IV 

PENYESUAIAN RKPD 

 

Pasal  5 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian 

antara Rencana Kerja dan Anggaran Organiasasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) 

Tahun 2019 dengan hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Buru Selatan 

Tahun 2019. 

 

Pasal  6 

Dalam hal RKPD Tahun 2019 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada 

Pasal 3 berbeda dari hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah, Pemerintah Kabupaten Buru Selatan menggunakan RKPD Tahun 

2019 hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB  V 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal  7 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Buru Selatan. 

 

Ditetapkan di Namrole 

Pada tanggal 14 Juli 2018 

BUPATI  BURU  SELATAN, 

 

TAGOP SUDARSONO SOULISA 

 

 

Diundangkan di Namrole 

Pada tanggal 16 Juli 2018 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN, 

 

 

SYAHROEL AMRIE ENGELEN PAWA 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN  2018  NOMOR 32  


